
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG
KELENGKAPAN DOKUMEN READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

SALINAN

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
efektif, terencana, dal berkelanjutan di kawasan pusat
pemerintahan Provinsi Papua Tengah, diperlukan
dokumen Readiness Citeria yang lengkap dan sesuai
dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan
bahwa semua aspek pembangunan dapat terlaksana
dengan baik.
bahwa pengembangan kawasan pusat pemerintahan
Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu prioritas
pembangunan jangka menengah yang memiliki dampak
signifftan terhadap percepatal peiayanan publik,
pemberdayaan ekonomi daerah, serta pemenuhan
kebutuhan infrastruktur pemerintahan yang modern
dan efisien.
bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antar
instansi terkait, kelengkapan dokumen Readiness
Criteria merupakan salah satu elemen penting dalam
memastikan kesiapan administratif, teknis, dan
arlggaran untuk mendukung kelancaran proyek
pembangunan kawasan pusat pemerintahan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dal huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Kelengkapan Dokumen Readiness Criteria
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OOL tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (t,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 1 5 1) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Unriang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2L Tahun 2O01
tentang Otonomi Khusus B"g Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten1ang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O08 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 48,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 77, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O42);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Talrun 2O2l tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2O2 1 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 32, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O21 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuan Tata Ruang, Kawasan
Hutan, lzir., dan f atan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keualgal Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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lO. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenalgan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahurl 2O2l Nomor 238, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

11. Peraturan Pemerinta-h Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelal<sanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 239, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan
Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 647);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:rn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 Nomor 1);
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Kelengkapan Dokumen Readiness Criteria Pembangunan
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud dala-m
Diktum KESATU, meliputi:
1. Feasibilitg Study (FS);
2. kepemilikan lahan;
3. ma.sterplan;
4. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL);
5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
6. surat minat fasilitasi kegiatan;
7. surat menerima hibah; dan
8. surat pernyataan alokasi biaya pemeliharaan,
telah selesai disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangal.
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Salinan sesuai dengan aslinya
BIR HUKUM
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 November 2O24

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

YULIUS UNG, SH., M.H.
NrP r 97606082002 t2 LOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKIUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di NabLe;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua

Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi

Papua Tengah di Nabire.


